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MOTO 
 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 

kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), 

tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada tuhanmulah 

engkau berharap”. (Terjemahabn QS. Al-Insyiroh 6-8) 
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*) Mushaf Khadijah. 2012. Al-Qur’an Terjemahan. Jakarta : PT Media Insan Pustaka
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RINGKASAN 

 

Analisis Kebijakan Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pelayanan 

Kesehatan bagi Fakir Miskin Pemilik Surat Pernyataan Miskin Di 

Kabupaten Situbondo; Atikah Maulidiana; 132110101189; 2018; 72 Halaman; 

Bagian Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat 

Universitas Jember. 

 

Kabupaten Situbondo pada tahun 2016 mengalami suatu masalah yakni dana 

klaim JAMKESDA mengalami pembengkakan diluar dana yang sudah ditetapkan 

sebelumnya bahkan mencapai 20 M, hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya 

kontrol dari dinas terkait sehingga pelayanan kesehatan tidak tepat sasaran dan 

tidak ada peraturan tegas terkait pelayanan JAMKESDA. Maka dari itu Bupati 

dan pemerintah daerah Situbondo menetapkan sebuah kebijakan kesehatan berupa 

Peraturan Bupati No 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Operasional 

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Fakir Miskin Pemilik Surat 

Pernyataan Miskin yang ditujukan kepada masyarakat fakir miskin yang berada di 

Situbondo dan tidak termasuk dalam penerima bantuan iuran jaminan kesehatan 

dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya jaminan kesehatan yang layak bagi 

fakir miskin di Situbondo. Dalam kebijakan kesehatan terdapat 3 sistem dan 

komponen yaitu aktor, content (isi kebijakan) dan context (lingkungan kebijakan). 

Dalam implementasi SPM ini masih terdapat kendala seperti tidak tercakupnya 

seluruh masyarakat miskin yang tidak terdaftar dalam iuran jaminan kesehatan 

nasional, namun juga tidak memenuhi dalam 61 indikator kemiskinan untuk 

mendapatkan SPM, Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin meneliti Bagaimana 

analisis kebijakan kesehatan terkait peraturan bupati Nomor 11 tahun 2017 

tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi fakir miskin pemilik surat 

pernyataan miskin di Kabupaten Situbondo. 

Jenis penelitian ini adalah Studi Kasus menggunakan metode penelitian 

kualitatif, yang bertempat di Kabupaten Situbondo. Penelitian ini dilakukan 

selama bulan November 2017 sampai Januari 2018. Penentuan informan secara 
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purposive dengan informan kunci 1 orang, informan utama  8 orang dan informan 

tambahan  4 orang. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam 

dan studi dokumentasi.  

 Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa aktor dalam kebijakan kesehatan ini 

terdiri dari: Bupati Situbondo, DPRD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BAPPEDA, 

Bagian Hukum Sekretariat Daerah, RSUD, Puskesmas, Aparatur Kecamatan, 

Aparatur Desa, Masyarakat fakir miskin, Secara keseluruhan aktor bekerja sesuai 

tupoksinya namun dari pihak desa masih kurang maksimal dalam 

mensosialisasikan kebijakan kesehatan tentang SPM. Content kebijakan kesehatan 

terdiri dari tujuan yaitu untuk mengcover masyarakat miskin dan sangat miskin 

yang tidak masuk dalam JKN dan mengantisipasi kebocoran/pengelolaan dana 

kesehatan yang tidak maksimal serta tepat sasaran, waktu untuk mengurus berkas 

yang terlalu singkat, kebijakan ini cukup efektif karena bantuan pelayanan SPM 

menjadi tepat sasaran. Contex atau Lingkungan Kebijakan yang mempengaruhi 

kebijakan meliputi 1) Faktor situasonal membengkaknya klaim Jamkesda yang 

diluar dugaan karena kurangnya kontrol, 2) Faktor struktural terdiri dari struktur 

politik yang pro rakyat miskin di Kabupaten Situbondo, 3) Struktur ekonomi yang 

masih rendah dan banyak masyarakat miskin, dan 4) Struktur sosial perbedaan 

yang mencolok antara si kaya dan si mkiskin, kemudian 5) Faktor Budaya 

masyarakat yakni pernikahan dini dan berobat secara tradisonal ke dukun. 

Berdasarkan analisis penulis masyarakat merasa terbantu dengan adanya 

kebijakan kesehatan tentang SPM ini dan secara umum tidak ada masalah yang 

muncul dibagian konteks ini berkaitan dengan pembiayaan. 

 Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah mempersingkat alur 

penerbitan SPM dengan melakukan survey secara bersama-sama dan waktu yang 

sama antara desa dan kecamatan. Aparat desa harus mensosialisasikan kebijakan 

kesehatan secara menyeluruh kepada masyarakat.  
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SUMMARY 

 

The Analysis of Health Policy on the Implementation of Health Services for the 

Poor who own Poor Statement In Situbondo District; Atikah Maulidiana; 

132110101189; 2018; 72 Pages; Department of Administration and Health Policy 

Faculty of Public Health University of Jember. 

 

Situbondo regency got a problem dealing with the expansion of JAMKESDA 

claims funding compared to the previous standard which has been determined. It 

reached even 20 billion. This kind of case happened since the lacksof control from 

the agency involved so that health services were not appropriately given and no 

rigid rules applied dealing with services from JAMKESDA itself. Therefore the 

Regent and local government Situbondo set a health policy in the form of Regent 

Regulation No. 11 of 2017 on Operational Guidelines Implementation of Health 

Services for the Poor who own Poor Statement Letter addressed to the poor 

people who are in Situbondo and not included in the recipient assistance guarantee 

fee health with the aim of ensuring the fulfillment of adequate health insurance for 

the poor in Situbondo. In health policy, there are 3 systems and components of 

actors, content (content of policy) and context (policy environment). In the 

implementation of this SPM there are still constraints such as the inclusion of all 

poor people who are not registered in the national health insurance fee, but also do 

not meet in 61 indicators of poverty to get the SPM. Based on the description 

above, the researcher wants to examine how the analysis of health policy related 

to regent regulation No. 11 year 2017 about health service for poor people who 

have poor statement letter in Situbondo regency. 

This study is Case Study uses qualitative research method, located in 

Situbondo Regency. This study was conducted during November 2017 to January 

2018. The informant was determined purposively with 1 person as the key 

informant, 8 other people as the main informant, and 4 other people as the 

addition informant. Data collection is collected through in-depth interviews and 

documentation studies. 
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 The results of the study indicate that the actors in this health policy consist of 

several SKPD related to: Situbondo Regent, DPRD,  Social Service, Health 

Office, BAPPEDA, Legal Division of Regional Secretariat, Regional Publik 

Hospital, Community Health Centers, District Apparatus , Village Officials, The 

poor. Overall, the figures properly worked based on their main duties and 

functions. However, the villagers still needed to socialize more about the health 

policy about SPM  since their effort was still quite minimal. Content of health 

policy consists of the objective of covering the poor and very poor who are not 

included in JKN and anticipate leakage/management of health funds that are not 

maximal and targeted, limited time to take care of the dossiers. This policy is 

quite effective to apply in order to get SPM services are properly given. The 

contexts or scopes of the influential policy were; 1) Situational factor such as the 

expansion of unexpected JAMKESDA claims funding due to the lack of control., 

2) Structural factor consisting of political structure that support and guard the 

poors in Situbondo regency, 3) Economical structure which was still weak bearing 

many poors, 4) Social structure such as striking difference between the rich and 

the poor, and 5) Cultural structure such as early-age marriage and getting 

tradional treatment from shaman. Based on the researcher’s analysis,  the societies 

feel that the existence of SPM health policy helps them. Generally, there was no 

problem in this part dealing with funding. 

The suggestion given based on the results of this study is to shorten the plot 

of SPM publication by undergoing kind of survey together at the same time 

between village and subdistrict. The village apparatus should thoroughly socialize 

the health policy to the societies. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu bagian dari pembangunan 

nasional, yaitu dalam  rangka membangun sumber daya manusia ke arah 

terciptanya penduduk Indonesia yang sehat, tangguh, mandiri dan berkualitas. 

Berdasarkan uraian tersebut maka pembangunan kesehatan merupakan suatu 

proses perbaikan dibidang kesehatan melalui usaha unit pemerintahan  maupun  

masyarakat itu sendiri yang bertujuan agar terciptanya kehidupan yang sehat bagi 

penduduk. Sehingga tercapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. 

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 15, 

16 dan 17 menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan 

lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat, 

sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata, akses terhadap informasi, 

akses terhadap edukasi, dan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan untuk 

meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. 

Pemerintah pusat memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah sebagai 

pelaksana di daerah masing-masing. Hal ini juga merupakan amanat dan prinsip 

dari diberlakukannya otonomi daerah. Sehingga pemerintah daerah diberikan 

kewenangan seluas-luasnya dalam menjalankan aktivitas kepemerintahan yang 

juga mencakup bidang kesehatan.  

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga 

dijelaskan mengenai landasan yang mengatur kewenangan pemerintah daerah 

dalam penetapan kebijakan secara umum yang juga mencakup pada kebijakan 

kesehatan. Berdasarkan undang-undang ini disebutkan bahwa suatu daerah berhak 

menetapkan kebijakan daerah dalam melaksanakan tugas pembantuan. Artinya 

suatu daerah berhak membuat kebijakan daerah yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai suatu tugas pembantuan, 

termasuk didalamnya kebijakan kesehatan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pemerintah daerah dalam proses penyelanggaraannya yang 
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juga mencakup kebijakan kesehatan diharapkan mampu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat secara luas tanpa terkecuali dibidang pelayanan 

kesehatan. 

Ayuningtiyas  menjelaskan bahwa kebijakan kesehatan adalah kebijakan 

publik yang berlaku untuk bidang kesehatan dan pemerintah wajib berperan 

membuat kebijakan mengenai sektor kesehatan dengan tujuan meningkatkan 

derajat kesehatan bagi setiap warga Negara (Ayuningtiyas, 2014:10). Paparan 

yang berbeda Walt (1994) dalam Ayuningtiyas (2014:10) menjelaskan bahwa 

kebijakan kesehatan melingkupi berbagai upaya dan tindakan pengambilan 

keputusan yang meliputi aspek teknis medis dan pelayanan kesehatan, serta 

keterlibatan pelaku atau aktor baik pada skala individu maupun organisasi atau 

institusi dari pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan 

representasi masyarakat lainnya yang membawa dampak pada kesehatan.  

William Dunn (1994) dalam Ayuningtiyas (2014:16) menjelaskan terdapat 

3 sistem dan komponen dalam kebijakan publik yaitu aktor, content (isi 

kebijakan) dan context (lingkungan kebijakan). Aktor adalah individu atau 

kelompok yang berkaitan langsung dengan sebuah kebijakan yang dapat 

mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan atau kebijakan tersebut, aktor 

kebijakan tersebut bisa terdiri dari sekelompok warga, organisasi buruh, pedagang 

kaki lima, komunitas wartawan, partai politik, lembaga pemerintahan dan 

semacamnya. Content (isi kebijakan) terdiri dari sejumlah daftar pilihan 

keputusan tentang urusan publik (termasuk keputusan untuk tidak melakukan 

tindakan apa-apa) yang dibuat oleh lembaga dan pejabat pemerintah, isi sebuah 

kebijakan merespons berbagai masalah publik (public issues) yang mencakup 

berbagai bidang kehidupan mulai dari pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, 

pendidikan, kesejahteraan, dll. Context (lingkungan kebijakan) merupakan latar 

khusus dimana sebuah kebijakan terjadi, yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh 

aktor serta kebijakan publik itu sendiri. 

Kebijakan kesehatan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah dapat 

mencakup seluruh lapisan masyarakat; tidak terkecuali masyarakat miskin dan 

tidak mampu. Menurut UU No. 13 tahun 2011 tentang Fakir Miskin menyatakan 
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bahwa salah satu penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk penyediaan 

pelayanan kesehatan.  

Masyarakat miskin pada umumnya mempunyai status kesehatan yang 

lebih rendah dibandingkan status kesehatan rata-rata penduduk. Hal ini biasanya 

disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat miskin dalam membiayai 

pelayanan kesehatan yang tergolong mahal. Andersen dalam Muhazam (2007) 

juga menjelaskan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pemanfaatan 

pelayanan ialah kemampuan masyarakat dalam membeli jasa pelayanan 

kesehatan. Masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah bahkan fakir miskin akan 

lebih memilih berobat secara tradisional yang cenderung lebih murah 

dibandingkan ke puskesmas ataupun rumah sakit yang tergolong mahal.  

Indriyani, et al (2014) dalam artikel penelitiannya menjelaskan bahwa 

Kemiskinan memang merupakan masalah terbesar yang dihadapi masyarakat 

Indonesia, karena kemiskinan dan kesehatan adalah dua hal yang saling 

berhubungan. Kemiskinan dapat mempengaruhi kesehatan sehingga orang miskin 

rentan terhadap berbagai penyakit. Maka pemerintah Indonesia melaksanakan 

berbagai upaya pemeliharaan kesehatan penduduk miskin, salah satunya adalah 

dengan diberlakukannya Surat Pernyataan Miskin (SPM) bagi warga miskin yang 

tidak tercantum dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasonal.  

Kabupaten Situbondo pada pelaksanaan jaminan kesehatan sebelumnya 

yakni JAMKESDA terdapat suatu masalah yang penulis dapatkan bahwa pada 

tahun 2016 dana klaim JAMKESDA mengalami pembengkakan diluar dana yang 

sudah ditetapkan sebelumnya bahkan mencapai 20 M, hal tersebut terjadi 

dikarenakan kurangnya kontrol dari dinas terkait sehingga pelayanan kesehatan 

tidak tepat sasaran dan tidak ada peraturan tegas terkait pelayanan JAMKESDA. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka Bupati dan pemerintah daerah Situbondo 

menetapkan sebuah kebijakan kesehatan berupa Peraturan Bupati Nomor 11 

Tahun 2017 tentang Pedoman Operasional Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan 

Bagi Fakir Miskin Pemilik Surat Pernyataan Miskin. Kebijakan tersebut 

diharapkan dapat mengatasi masalah yang dijelaskan diatas. Kebijakan tersebut 

ditujukan kepada masyarakat fakir miskin yang berada di Situbondo dan tidak 
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termasuk dalam penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dengan tujuan untuk 

menjamin terpenuhinya jaminan kesehatan yang layak bagi fakir miskin di 

Situbondo. Penelitian yang dilakukan oleh Sukowati, et al (2013:1200) dengan 

judul Implementasi kebijakan pelayanan kesehatan masyarakat miskin nonkuota 

(JAMKESDA dan SPM) studi di dinas kesehatan Kabupaten Blitar menyatakan 

hasil bahwa tingginya jumlah masyarakat miskin nonkuota yang membutuhkan 

Surat Pernyataan Miskin (SPM), hal ini dikarenakan banyak masyarakat hampir 

miskin atau masyarakat yang jatuh miskin karena menderita suatu penyakit yang 

mengakibatkan mereka jatuh miskin karena mahalnya biaya pengobatan yang 

mereka keluarkan. Maka permintaan pelayanan kesehatan masyarakat semakin 

meningkat seiring semakin meningkatnya jumlah penduduk dan tingkat kebutuhan 

akan kesehatan. Ditetapkannya peraturan bupati tersebut diharapkan dapat 

membantu masyarakat miskin dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang baik 

dan dapat mengatasi masalah yang dijelaskan diatas. 

Surat pernyataan miskin yang selanjutnya disebut SPM adalah surat 

pernyataan yang diberikan kepada fakir miskin di Kabupaten Situbondo. SPM 

tersebut diterbitkan oleh Dinas Sosial untuk mendapatkan pelayanan kesehatan 

pada fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah. Fakir miskin pemilik SPM 

adalah fakir miskin di Kabupaten Situbondo berdasarkan 61 indikator kemiskinan 

yang dibuktikan dengan kartu rumah tangga miskin, masuk kategori sangat miskin 

atau miskin dan belum tercakup dalam kepesertaan penerima bantuan iuran 

jaminan kesehatan (Peraturan Bupati Situbondo No. 11 tahun 2017). 

Berdasarkan wawancara studi pendahuluan yang dilakukan oleh penulis, 

dalam implementasi dari kebijakan terkait SPM ini masih terdapat kendala seperti 

tidak tercakupnya seluruh masyarakat miskin yang tidak terdaftar dalam iuran 

jaminan kesehatan nasional, namun juga tidak memenuhi dalam 61 indikator 

kemiskinan untuk mendapatkan SPM tersebut seperti pemulung dan anak 

terlantar. Masyarakat tersebut memerlukan bantuan dalam hal pembiayaan 

pelayanan kesehatan namun tidak memenuhi dari kriteria penerima SPM serta 

sosialisasi yang kurang menyeluruh sehingga masih banyak masyarakat yang 

belum mengetahui tentang kebijakan kesehatan tersebut. Hal ini berbeda dengan 
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hasil penelitian tesis yang dilakukan oleh Kaspar (2013:99) tentang Analisis 

Kebijakan Surat Pernyataan Miskin pada Program Jaminan Kesehatan Daerah di 

Kabupaten Jember dengan hasil yang diperoleh menyatakan bahwa pemanfaatan 

SPM di Kabupaten Jember benar – benar digunakan oleh masyarakat miskin 

sehingga tepat sasaran dengan tingkat ketepatan sasaran sebesar 91%. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan analisis 

kebijakan kesehatan terkait peraturan bupati tentang penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan bagi fakir miskin pemilik surat pernyataan miskin di Kabupaten 

Situbondo. 

Berdasarkan uraian diatas penelitian dengan judul Analisis Kebijakan 

Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan bagi Fakir Miskin 

Pemilik Surat Pernyataan Miskin Di Kabupaten Situbondo penting dilakukan 

karena melihat beberapa kesenjangan penerapan kebijakan dan beberapa masalah 

yang muncul. Signifikansinya diantarnya yaitu: 1). Perlunya perhatian khusus 

pemerintah untuk memberikan keadilan kesehatan pada semua masyarakat 

khususnya masyarakat miskin, 2) Kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah 

menjadi instrument vital terhadap pemenuhan pelayanan kesehatan yang layak 

sesuai dengan undang-undang, 3). Adanya identifikasi dan analisis terhadap 

kebijakan SPM yang diterapkan di Kabupaten Situbondo dapat dijadikan acuan 

evaluasi terhadap adanya masalah yang mungkin muncul di kemudian hari, 4) 

menentukan format perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan SPM yang 

lebih baik lagi.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

yaitu “Bagaimana analisis kebijakan kesehatan terkait peraturan bupati Nomor 11 

tahun 2017 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi fakir miskin 

pemilik surat pernyataan miskin di Kabupaten Situbondo”. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Menganalisis kebijakan kesehatan terkait peraturan bupati Nomor 11 tahun 

2017 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi fakir miskin pemilik 

surat pernyataan miskin di Kabupaten Situbondo. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Menganalisis siapa dan peranan aktor dalam kebijakan kesehatan terkait 

peraturan bupati Nomor 11 tahun 2017 tentang penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan bagi fakir miskin pemilik surat pernyataan miskin di 

Kabupaten Situbondo. 

b. Menganalisis content atau isi dari kebijakan kesehatan terkait peraturan 

bupati Nomor 11 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan bagi fakir miskin pemilik surat pernyataan miskin di Kabupaten 

Situbondo. 

c. Menganalisis contex dari kebijakan kesehatan terkait peraturan bupati 

Nomor 11 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi 

fakir miskin pemilik surat pernyataan miskin di Kabupaten Situbondo. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan pengembangan 

ilmu dibidang kesehatan khususnya kebijakan kesehatan terkait pembiayaan dan 

pelayanan kesehatan.  

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat djadikan bahan evaluasi untuk memaksimalkan 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat 

miskin. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 
 

7 
 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Masyarakat Miskin 

2.1.1 Masyarakat 

Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti yang seluas-luasnya dan 

terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia). Masyarakat dapat pula diartikan sebagai semua kegiatan manusia 

dalam kehidupan bersama (Sigalingging, 2008: 28).  

Masyarakat dibentuk oleh individu-individu yang beradab dalam keadaan 

sadar. Masyarakat dapat mempunyai arti yang luas dan sempit. Dalam arti luas 

masyarakat adalah keseluruhan hubungan-hubungan dalam hidup bersama dan 

tidak dibatasi oleh lingkungan, bangsa dan sebagainya. Atau dengan kata lain 

kebulatan dari semua perhubungan dalam hidup bermasyarakat. Dalam arti sempit 

masyarakat adalah sekelompok manusia yang dibatasi oleh aspek-aspek tertentu, 

misalnya teritorial, bangsa golongan dan sebagainya. 

Definisi masyarakat menurut Muthahhari (dalam Handoyo, 2007:1) 

mengartikan masyarakat sebagai suatu kelompok manusia yang di bawah tekanan 

serangkaian kebutuhan dan di bawah pengaruh seperangkat kepercayaan, ideal 

dan tujuan tersatukan dan terlebur dalam suatu rangkaian kesatuan kehidupan 

bersama. Yang dimaksud kehidupan bersama adalah kehidupan yang didalamnya 

kelompok-kelompok manusia hidup bersama-sama di suatu wilayah tertentu, 

berbagi iklim, berbagi identitas, berbagi kesenangan maupun kesedihan. 

Ralph Linton mendefinisikan masyarakat sebagai sekelompok manusia 

yang telah cukup lama dan bekerja sama, sehingga mereka itu dapat 

mengorganisasikan dirinya sebagai salah satu kesatuan sosial dengan batas-batas 

tertentu (dalam Basrowi 2014:38). Kusumohamidjojo (dalam Handoyo dkk, 

2007:2) memahami masyarakat sebagai kelompok manusia yang hidup relatif 

sebagai kebersamaan berdasarkan suatu tatanan kebudayaan tertentu. 
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2.1.2 Miskin 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), miskin adalah tidak 

berharta; serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah). Sebagian besar 

konsepsi mengenai kemiskinan sering dikaitkan dengan aspek ekonomi, 

kemiskinan sejatinya menyangkut pula dimensi material, sosial, kultural, 

institusional, dan struktural (Suharto 2013: 15). Menurut Badan Pusat Statistik, 

kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan 

dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. 

 

2.1.3 Masyarakat Miskin 

Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan 

konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan 

pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi 

untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari 

sisi pengeluaran. Jadi masyarakat miskin adalah masyarakat yang memiliki rata-

rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. 

a. Kriteria Masyarakat Miskin 

Kementrian sosial Republik Indonesia menetapkan kriteria dan pendataan 

fakir miskin dan orang tidak mampu. Fakir miskin dan orang tidak mampu 

meliputi fakir miskin dan orang tidak mampu yang teregister dan fakir miskin dan 

orang tidak mampu yang belum teregister. Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial 

Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013, fakir miskin dan orang tidak mampu 

yang teregister berasal dari Rumah Tangga yang memiliki kriteria: 

1) Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber 

mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan 

dasar; 

2) Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi 

konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana; 

3) Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, 

kecuali Puskesmas atau untuk setiap anggota rumah tangga; 
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4) Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang 

pendidikan SLTP; 

5) Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi 

tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut 

atau tembok tidak diplester; 

6) Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap 

anggota rumah tangga; 

7) Kondisi lantai terbuat dari tanah/semen/keramik dengan kondisi tidak 

baik/kualitas rendah; 

8) Atap terbuat daari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak 

baik/kualitas rendah; 

9) Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau 

listrik tanpa meteran; 

10) Luas lantai rumah kecil kurang daro 8 m²/orang; dan 

11) Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak 

terlindung/air sungai/air hujan/lainnya. 

Fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum teregister terdapat di 

dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial maupun di luar Lembaga Kesejahteraan 

Sosial. Fakir miskin dan orang tidak mampu tersebut terdiri atas gelandangan, 

pengemis, perseorangan dari Komunitas Adat Terpencil, perempuan rawan sosial 

ekonomi, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial, masyarakat 

miskin akibat bencana alam dan sosial pasca tanggap darurat sampai dengan satu 

tahun setelah kejadian bencana, perseorangan peneriman manfaat Lembaga 

Kesejahteraan Sosial, penghuni Rumah Tahanan/Lembaga Pemayarakatan, 

penderira Thalassaemia Mayor dan penderita Kejadian Ikutan Paska Imunisasi 

(KIPI). 

b. Klasifikasi Masyarakat Miskin 

Kemiskinan berkaitan erat dengan sumber daya manusia kemiskinan muncul 

karena sumber daya manusia yang tidak berkualitas, begitu pula sebaliknya. 

Penggolongan kemiskinan didasarkan pada suatu standar tertentu, yaitu dengan 

membandingkan tingkat pendapatan orang atau keluarga dengan tingkat 
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pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum. 

Berdasarkan kriteria ini paling tidak ada tiga macam konsep kemiskinan, yaitu: 

kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, dan kemiskinan subyektif. Kemiskinan 

absolut dirumuskan dengan membuat ukuran tertentu yang konkret (a fixed 

yardstick). Ukuran itu lazimnya berorientasi pada kebutuhan hidup dasar anggota 

masyarakat (sandang, pangan, papan). 

Masing-masing negara mempunyai batasan kemiskinan absolut yang 

berbeda-beda sebab kebutuhan hidup masyarakat yang dipergunakan sebagai 

acuan memang berlainan. Karena ukurannya dipastikan, konsepkemiskinan ini 

mengenal garis batas kemiskinan. Pernah ada gagasan yang ingin memasukkan 

pula kebutuhan dasar (basic cultural needs) seperti pendidikan, keamanan, 

rekreasi, dan sebagainya, disamping kebutuhan fisik (Usman, 2012:126). 

Berdasarkan konsepsi ini, kemiskinan dapat diukur secara langsung berdasarkan 

tolak ukur nyata dengan menetapkan persediaan sumberdaya yang dimiliki 

melalui penggunaan standar baku (poverty line). Garis kemiskinan yang 

digunakan BPS sebesar 2,100 kalori per orang per hari yang disetarakan dengan 

pendapatan tertentu atau pendekatan Bank Dunia yang menggunakan 1 dolar AS 

per orang per hari adalah contoh pengukuran kemiskinan absolut. 

Kemudian kemiskinan relatif dirumuskan berdasarkan the idea of relative 

standard, yaitu dengan memperhatikan dimensi tempat dan waktu. Dasar 

pemikirannya adalah kemiskinan berbeda antar suatu wilayah dengan wilayah 

lainnya, dan kemiskinan pada waktu tertentu berbeda dengan waktu lainnya. 

Konsep kemiskinan semacam ini lazimnya diukur dengan berdasarkan 

pertimbangan anggota masyarakat tertentu, dengan berorientasi pada derajat 

kelayakan hidup (Usman, 2012:126). 

Kemiskinan subyektif dirumuskan berdasarkan perasaan kelompok miskin 

itu sendiri. Konsep ini tidak mengenal a fixed yardstick, dan tidak 

memperhitungkan the idea of relative standard. Kelompok yang menurut ukuran 

kita berada di bawah garis kemiskinan, boleh jadi tidak menganggap dirinya 

sendiri miskin demikian pula sebaliknya. Konsep kemiskinan semacam ini 

dianggap lebih tepat apabila dipergunakan utnuk memahami kemiskinan dan 
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merumuskan cara atau strategi yang efektif untuk penanggulangannya. Sedangkan 

diskursus lain mencoba mengetengahkan pembahasan kemiskinan yang dibedakan 

dalam perspektif kultural (cultural perspective) dan perspektif struktural atau 

situasional (situational perspective). 

Perspektif kultural merumuskan masalah kemiskinan pada tiga tingkat 

analisis: individual, keluarga, dan masyarakat. Pada tingkat individual kemiskinan 

ditandai dengan sifat yang lazim disebut dengan a strong feeling of marginality 

seperti: sikap parokial, apatisme, fatalisme atau pasrah pada nasib, boros, 

tergantung dan inferior. Pada tingkat keluarga, kemiskinan ditunjukan dengan 

jumlah anggota keluarga yang besar dan free union or consensual marriages. Dan 

pada tingkat masyarakat, kemiskinan terutama ditunjukan oleh tidak 

terintegrasinya kaum miskin dengan institusi-institusi masyarakat secara efektif. 

Mereka seringkali memperoleh perlakuan sebagai obyek yang perlu digarap 

daripada sebagai subyek yang perlu diberi peluang untuk berkembang (Usman, 

2012:128). 

Sedangkan menurut perspektif situasional, masalah kemiskinan dilihat 

sebagai dampak dari sistem ekonomi yang mengutamakan akumulasi kapital dan 

produk-produk teknologi modern. Penetrasi kapital antara lain mengejawantah 

dalam program-program pembangunan yang dinilai lebih mengutamakan 

pertumbuhan (growth) dan kurang memperhatikan pemerataan hasil 

pembangunan. Program-program itu antara lain berbentuk intensifikasi, 

ekstensifikasi, dan komersialisasi pertanian untuk menghasilkan pangan sebesar-

besarnya guna memenuhi kebutuhan nasional ekspor (Usman,  2012:128). 

 

2.2 SPM (Surat Pernyataan Miskin) 

Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas 

sumber daya di bidang kesehatan, serta memperoleh pelayanan kesehatan yang 

aman, bermutu, dan terjangkau. (UU No 36 tahun 2009). Pemerintah dan 

pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penyediaan pelayanan 

kesehatan, baik dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, maupun 
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rehabilitatif (UU No 13 tahun 2013 tentang Fakir Miskin). Berdasarkan uraian 

tersebut maka Bupati Situbondo membuat Kebijakan Kesehatan terkait 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi Fakir Miskin pemilik surat pernyataan 

Miskin. 

Berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Fakir Miskin Pemilik Surat 

Pernyataan Miskin, SPM adalah surat pernyataan yang diberikan kepada fakir 

miskin di Kabupaten Situbondo yang diterbitkan oleh Dinas Sosial untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah 

daerah. 

Fakir miskin pemilik SPM adalah fakir miskin di Kabupaten Situbondo 

berdasarkan 61 indikator kemiskinan yang dibuktikan dengan kartu rumah tangga 

miskin, masuk kategori sangat miskin atau miskin dan belum tercakup dalam 

kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. 

Pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi fakir miskin pemilik SPM meliputi : 

a. Pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama di puskesmas dan 

jaringannya 

b. Pelayanan rawat inap tingkat pertama di puskesmas dengan rawat inap 

c. Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di RSUD 

d. Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di rumah sakit luar daerah yang 

melakukan kerjasama 

e. Pelayanan kegawatdaruratan di UGD Puskesmas dan/atau IGD RSUD 

f. Pelayanan ambulance 

g. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai 

h. Pelayanan penunjang diagnostik 

i. Pelayanan transfusi darah 

j. Pelayanan rawat sehari (one day care)   

k. Fakir miskin pemilik SPM mendapat perawatan kesehatan di kelas III 

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi fakir miskin pemilik surat 

pernyataan miskin tersebut dapat diperoleh di seluruh fasilitas kesehatan milik 
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pemerintah seperti puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang ada 

di Kabupaten Situbondo. 

 

2.3 Pelayanan Kesehatan 

2.3.1 Definisi Pelayanan Kesehatan 

Pelayanan Kesehatan masyarakat mencakup seluruh upaya kesehatan yang 

bersifat promotif preventif, baik untuk sasaran bayi, anak, remaja, ibu hamil, ibu 

menyusui, bapak maupun yang sudah lanjut usia. Lokasinya pun menyeluruh, ada 

di tingkat rumah tangga, tempat kerja (pabrik, industri, kerajinan rumah tangga, 

sawah, peternakan, perikanan), tempat-tempat umum (rumah makan, rumah 

ibadah, pasar, mal) maupun tatanan sekolah (SD, SLTP, SMU, PT atau institusi 

pendidikan lainnya) (Trihono, 2005:78-79). 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan pengertian pelayanan 

bahwa “pelayanan adalah suatu usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) 

apa yang diperlukan orang lain. Sedangkan pengertian service dalam Oxford 

(2000) didefinisikan sebagai “a system that provides something that the public 

needs, organized by the government or a private company”. Menurut 

Notoatmodjo (2005:5) upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan 

diwujudkan dalam suatu wadah pelayanan kesehatan, yang bisa disebut saranana 

atau pelayanan kesehatan.  

Jadi, pelayanan kesehatan adalah tempat atau sarana yang digunakan untuk 

menyelenggarakan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan. Pelayanan kesehatan 

merupakan salah satu bagian dari pelayanan publik. Secara umum pelayanan 

kesehatan masyarakat pada implementasinya terbagi dalam 3 bagian, yaitu : 1) 

pelayanan administratif, 2) Pelayanan Medis, dan 3) Pelayanan Obat. Definisi 

pelayanan kesehatan menurut Depkes RI (2009) adalah setiap upaya yang 

diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk 

memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan 

penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan atupun 

masyarakat. Sedangkan menurut UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, 

yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau 
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serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan 

berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, 

pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau 

masyarakat. 

 

2.3.2 Syarat Pokok Pelayanan Kesehatan 

Azwar (dalam Karno, 2012:5) menjelaskan suatu pelayanan kesehatan 

harus memiliki berbagai persyaratan pokok, yaitu: persyaratan pokok yang 

memberi pengaruh kepada masyarakat dalam menentukan pilihannya terhadap 

penggunaan jasa pelayanan kesehatan yakni : 

a. Ketersediaan dan Kesinambungan Pelayanan  

Pelayanan yang baik adalah pelayanan kesehatan yang tersedia di 

masyarakat (acceptable) serta berkesinambungan (sustainable). Artinya 

semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat ditemukan 

serta keberadaannya dalam masyarakat adalah ada pada tiap saat 

dibutuhkan. 

b. Kewajaran dan Penerimaan Masyarakat 

Pelayanan kesehatan yang baik adalah bersifat wajar (appropriate) dan 

dapat diterima (acceptable) oleh masyarakat. Artinya pelayanan kesehatan 

tersebut dapat mengatasi masalah kesehatan yang dihadapi, tidak 

bertentangan dengan adat istiadat, kebudayaan, keyakinan dan kepercayaan 

masyarakat, serta bersifat tidak wajar, bukanlah suatu keadaan pelayanan 

kesehatan yang baik. 

c.  Mudah Dicapai oleh Masyarakat 

Pengertian dicapai yang dimaksud disini terutama dari letak sudut lokasi 

mudah dijangkau oleh masyarakat, sehingga distribusi sarana kesehatan 

menjadi sangat penting. Jangkauan fasilitas pembantu untuk menentukan 

permintaan yang efektif. Bila fasilitas mudah dijangkau dengan 

menggunakan alat transportasi yang tersedia maka fasilitas ini akan banyak 
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dipergunakan. Tingkat pengguna di masa lalu dan kecenderungan 

merupakan indicator terbaik untuk perubahan jangka panjang dan pendek 

dari permintaan pada masa akan datang. 

d.     Terjangkau 

Pelayanan kesehatan yang baik adalah pelayanan yang terjangkau 

(affordable) oleh masyarakat, dimana diupayakan biaya pelayanan tersebut 

sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Pelayanan kesehatan yang 

mahal hanya mungkin dinikmati oleh sebagian masyarakat saja. 

e.  Bermutu 

Mutu (kualitas) yaitu menunjukkan tingkat kesempurnaan pelayanan 

kesehatan yang diselenggarakan dan menunjukkan kesembuhan penyakit 

serta keamanan tindakan yang dapat memuaskan para pemakai jasa 

pelayanan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 

 

2.3.3 Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin 

Dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 

Sosial Nasional (SJSN) dijelaskan bahwa Negara bertanggung jawab agar 

terpenuhinya hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin 

dan tidak mampu. Kementerian R.I telah menjamin pelayanan kesehatan 

masyarakat hampir miskin, miskin, dan tidak mampu dalam Program Jaminan 

Kesehatan Masyarakat. Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden atas Perpres 

No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan pasal 6A bahwa: 

“Penduduk yang belum termasuk sebagai peserta Jaminan Kesehatan dapat 

diikutsertakan dalam Program Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan 

oleh Pemerintah Daerah“. Dan Permendagri No. 37 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2015 menyebutkan bahwa : 

“Pengaggaran penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Fakir Miskin dan 

tidak mampu sesuai SJSN, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan 

jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah 
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daerah dapat mengaggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada 

SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan “ 

Sedangkan untuk program Jamkesda, Pemerintah propinsi Jawa Timur 

telah menyediakan anggaran bagi masyarakat miskin melalui Jamkesda sejak 

tahun 2010 yang pembiayaan kesehatan masyarakat miskinnya dilakukan sharing 

50% - 50% antara pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten 

Situbondo. Dan untuk mendukung total coverage tahun 2019, integrasi Jamkesda 

ke BPJS akan dilaksanakan secara bertahap sehingga seluruh peserta Jamkesda di 

kabupaten Situbondo sejumlah 40.352 jiwa menjadi peserta JKN . 

Pembangunan kesehatan yang “pro poor” dilaksanakan oleh Pemerintah 

Pusat dalam bentuk program Jaminan Kesehatan Masyarakat Pra Bayar golongan 

Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi 

sosial. Program ini diselenggarakan secara nasional dengan tujuan mewujudkan 

portabilitas pelayanan sehingga pelayanan rujukan tertinggi sesuai dengan 

indikasi medis dapat diakses oleh seluruh peserta dari seluruh wilayah Indonesia 

dan subsidi silang pembiayaan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi 

masyarakat miskin. 

a. BPJS PBI 

Manfaat pelayanan kesehatan yang dapat diperoleh peserta Program BPJS 

PBI antara lain Pelayanan rawat jalan dan rawat inap tingkat dasar di Puskesmas 

dan jaringannya serta Pelayanan rawat jalan dan rawat inap tingkat lanjutan di 

Rumah Sakit dan Balai Kesehatan. 

b. Jamkesda 

Masyarakat miskin yang tercover program Jamkesda adalah masyarakat 

miskin di luar kuota PBI. Pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda meliputi 

rawat jalan dan rawat inap di tingkat dasar di Puskesmas dan jaringannya serta 

pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di Rumah Sakit/BP4/BKMM yang meliputi 

rawat jalan dan rawat inap kelas III yang dilaksanakan dengan menggunakan 

sistem rujukan terstruktur dan berjenjang berdasarkan indikasi medis. Pembiayaan 

program Jamkesda dilakukan secara sharing dana 50% : 50% antara Pemerintah 

Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk masyarakat miskin di luar kuota 
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JKN PBI dan Jamkesda menggunakan Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang 

anggarannya dibebankan 100% kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo. 

c. SPM (Surat Pernyataan Miskin) 

SPM adalah surat pernyataan yang diberikan kepada fakir miskin di 

Kabupaten Situbondo yang diterbitkan oleh Dinas Sosial untuk mendapatkan 

pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah. Fakir 

miskin pemilik SPM adalah fakir miskin di Kabupaten Situbondo berdasarkan 61 

indikator kemiskinan yang dibuktikan dengan kartu rumah tangga miskin, masuk 

kategori sangat miskin atau miskin dan belum tercakup dalam kepesertaan 

penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Anggaran SPM 100% dibebankan 

kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan 

bagi fakir miskin pemilik surat pernyataan miskin tersebut dapat diperoleh di 

seluruh fasilitas kesehatan milik pemerintah seperti puskesmas dan Rumah Sakit 

Umum Daerah (RSUD) yang ada di Kabupaten Situbondo. 

 

2.4 Kebijakan Kesehatan 

Menurut Walt (1994) dalam Ayuningtiyas (2014.10) kebijakan kesehatan 

meliputi berbagai upaya dan tindakan pengambilan keputusan yang meliputi 

aspek teknis medis an pelayanan kesehatan, serta keterlibatan pelaku/aktor baik 

pada skala individu maupun organisasi atau nstitusi dari pemerintah, swasta, LSM 

dan representasi masyarakat lainnya yang membawa dampak pada kesehatan. 

Secara sederhana, kebijakan kesehatan dipahami persis sebagai kebijakan publik 

yang berlaku untuk bidang kesehatan. Urgensi kebijakan kesehatan sebagai bagian 

dari kebijakan publik semakin menguat mengingat karakteristik unik yang ada 

pada sector kesehatan sebagai berikut : 

a. Sektor kesehatan amat kompleks karena menyangkut hajat hidup orang 

banyak dan kepentingan masyarakat luas. Dengan perkataan lain, kesehatan 

menjadi hak dasar setiap individu yang membutuhkannya secara adil dan 

merata. Artinya, setiap individu tanpa terkecuali berhak mendapatkan akses 

dan pelayanan kesehatan yang layak apa pun kondisi dan status finansialnya. 
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b. Consumer ignorance, keawaman masyarakat membuat posisi dan relasi 

“masyarakat-tenaga medis” menjadi tidak sejajar dan cenderung berpola 

paternalistic. Artinya masyarakat, atau dalam hal ini pasien, tidak memiliki 

posisi tawar yang baik, bahkan hampir tanpa daya tawar ataupun daya pilih. 

c. Kesehatan memiliki sifat uncertainty atau ketidakpastian. Kebutuhan akan 

pelayanan kesehatan sama sekali tidak berkait dengan kemampuan ekonomi 

rakyat. Siapapun ia baik dari kalangan berpunya maupun miskin papa ketika 

jatuh sakit tentu akan membutuhkan pelayanan kesehatan. Ditambah lagi, 

seseorang tidak akan pernah tahu kapan ia akan sakit dan berapa biaya yang 

akan dikeluarkan. Disinilah pemerintah harus berperan untuk menjamin setiap 

warga Negara mendapatkan pelayanan kesehatan ketika membutuhkan, 

terutama bagi masyarakat miskin. 

d. Karakteristik lain dari sector kesehatan adalah adanya eksternalitas, yaitu 

keuntungan yang dinikmati atau kerugian yang diderita oleh sebagian 

masyarakat karena tindakan kelompok maysrakat lainnya. Dalam hal 

kesehatan, dapat berbentuk eksternalitas positif atau negative. Sebagai contoh, 

jika disuatu lingkungan rukun warga sebagian besar masyarakat tidak 

menerapkan pola hidup sehat sehingga terdapat sarang nyamuk Aides aigepty, 

maka dampaknya kemungkinan tidak hanya mengenai sebagian masyarakat 

tersebut saja melainkan diderita pula oleh kelompok masyarakat lain yang 

telah menerapkan perilaku hidup bersih. 

Dengan karakteristik kesehatan tersebut, pemerintah wajib berperan 

membuat kebijakan mengenai sektor kesehatan dengan tujuan meningkatkan 

derajat kesehatan bagi setiap warga Negara. Secara lebih rinci World Health 

Organization (WHO) membedakan peran Negara dan pemerintah sebagai 

pelaksana di bidang kesehatan, yaitu sebagai pengarah (stewardship atau 

oversight), regulator (yang melaksanakan kegiatan regulasi, ibaratnya fungsi 

sebagai wasit), dan yang dikenakan regulasi (pemain). Fungsi stewardship atau 

oversight ini terdiri dari tiga aspek utama : 

a. Menetapkan, melaksanakan, dan memantau aturan main dalam system 

kesehatan. 
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b. Menjamin keseimbangan antara berbagai pelaku utama (key player) dalam 

sektor kesehatan (terutama pembayar, penyedia pelayanan, dan pasien). 

c. Menetapkan perencanaan strategik bagi seluruh sistem kesehatan. 

Karena begitu strategis dan pentingnya sektor kesehatan, WHO 

menetapkan delapan elemen yang harus tercakup dan menentukan kualitas dari 

sebuah kebijakan kesehatan, yaitu : 

a. Pendekatan holistik, kesehatan sebaiknya didefinisikan sebagai sesuatu yang 

dinamis dan lengkap dari dimensi fisik, mental, social, dan spiritual. Artinya, 

pendekatan dalam kebijakan kesehatan tidak dapat semata-mata 

mengandalkan upaya kuratif, tetapi harus lebih mempertimbangkan upaya 

preventif, promotif, dan rehabilitatif. 

b. Partisipatori, partisipasi masyarakat akan meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas kebijakan, karena melalui partisipasi masyarakat dapat dibangun 

collective action (aksi bersama masyarakat) yang akan menjadi kekuatan 

pendorong dalam pengimplementasian kebijakan dan penyelesaian masalah. 

c. Kebijakan publik yang sehat, yaitu setiap kebijakan harus diarahkan untuk 

mendukung terciptanya pembangunan kesehatan yang kondusif dan 

berorientasi kepada masyarakat. 

d. Ekuitas, yaitu harus terdapat distribusi yang merata dari layanan kesehatan. Ini 

berarti Negara wajib menjamin pelayanan kesehatan setiap warga Negara 

tanpa memandang status ekonomi maupun status sosialnya karena kesehatan 

merupakan hak asasi manusia dan merupakan peran Negara yang paling 

minimal dalam melindungi warga negaranya. 

e. Efisiensi, yaitu layanan kesehatan harus berorientasi proaktif dengan 

mengoptimalkan biaya dan teknologi. 

f. Kualitas, artinya pemerintah harus menyediakan pelayanan kesehatan yang 

berkaulitas bagi seluruh warga Negara. Disamping itu, dalam menghadapi 

persaingan pasar bebas dan menekan pengaruh globalisasi dalam sektor 

kesehatan, pemerintah perlu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan 

setara dengan pelayanan kesehatan bertaraf internasional. 
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g. Pemberdayaan masyarakat, terutama pada daerah terpencil, dan daerah 

perbatasan untuk mengoptimalkan kapasitas sumber daya yang dimiliki. 

Pemberdayaan ini dilakukan dengan mengoptimalkan social capital. 

h. Self-reliant, kebijakan kesehatan yang diterapkan sebisa mungkin dapat 

memnuhi keyakinan dan kepercayaan masyarakat akan kapasitas kesehatan di 

wilayah sendiri. Pengembangan teknologi dan riset bertujuan untuk membantu 

memberdayakan masyarakat dan otoritas nasional dalam mencapai standart 

kesehatan yang ditetapkan di masing-masing Negara. 

 

2.4.1 Sistem dan komponen kebijakan 

Sistem adalah serangkaian bagian yang saling berhubungan dan begantung 

dan diatur dalam aturan tertentu untuk menghasilkan satu kesatuan. Contohnya, 

system kesehatan yang didalamnya terdapat bagian yang saling berhubungan 

seperti tenaga kesehatan, infrastruktur kesehatan, pembiayaan, dan sebagainya. 

Untuk membuat sebuah kebijakan, adalah penting terlebih dahulu memahami apa 

dan siapa saja yang terlibat dalam system serta siapa saja yang dipengaruhi 

maupun mempengaruhi sistem tersebut. Menurut Dunn (1994) dalam 

Ayuningtyas (2014: 15) system kebijakan (policy system) mencakup hubungan 

timbal balik dari tiga unsur, yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan 

lingkungan kebijakan. Hubungan timbal balik antara ketiga komponen system 

kebijakan tersebut digambarkan dalam gambar berikut ini : 
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Gambar 2 1 Hubungan Komponen dalam Sistem Kebijakan 

Sumber: William Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik  

 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994:65) 

  

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa sebagai sebuah system, 

kebijakan meupakan suatu rangkaian dari beberapa komponen yang saling terkait 

dan bukan komponen yang berdiri sendiri. Segitiga system kebijakan menjelaskan 

adanya aktor kebijakan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebijakan 

public. Kesemuanya juga tidak luput dari pengaruh lingkungan kebijakan. Ketiga 

komponen tersebut selanjutnya dikenal sebagai system kebijakan, yaitu tatanan 

kelembagaan yang berperan dalam penyelenggaraan kebijakan public yang 

mengakomodasi aspek teknis, sosiopolitik maupun interaksi antara unsur 

kebijakan.  

Penjelasan lebih lanjut tentang system dan komponen kebijakan publik 

dikemukakan pula oleh William Dunn (1994) dalam Ayuningtyas (2014: 16) 

sebagai berikut : 

a. Isi kebijakan (Policy Content) 

Terdiri dari sejumlah daftar pilihan keputusan tentang urusan publik (termasuk 

keputusan yang tidak melakukan tindakan apa apa) yang dibuat oleh lembaga 

dan pejabat pemerintah. Isi sebuah kebijakan merespons berbagai maslah 

publik (public issues) yang mencakupberbagai bidang kehidupan mulai dari 

pertahanan, keamanan, energy, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan lain-

lain. Secara umum isi kebijakan dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis 

yang memiliki standart isi sebagai berikut.  

Aktor  

Kebijakan 

Kebijakan  

Publik 

Lingkungan 

Kebijakan 
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1)  Pernyataan tujuan: mengapa kebijakan tersebut dibuat dan apa dampak 

yang diharapkan. 

2) Ruang lingkup: menerangkan siapa saja yang tercakup dalam kebijakan 

dan tindakan-tindakan apa yang dipengaruhi oleh kebijakan. 

3) Durasi waktu yang efektif: mengindikasikan kapan kebijakan mulai 

diberlakukan. 

4) Bagian pertanggungjawaban: mengindikasikan siapa individu atau 

organisasi mana yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan. 

5) Pernyataan kebijakan: mengindikasikan aturan-aturan khusus atau 

modifikasi aturan terhadap perilaku organisasi yang membuat kebijakan 

tersebut. 

6) Latar belakang: mengindikasikan alasan dan sejarah pembuatan kebijakan 

tersebut, yang kadang-kadang disebut sebagai faktor-faktor motivasional. 

7) Definisi: menyediakan secara jelas dan tidak ambigu mengenai definisi 

bagi istilah dan konsep dalam dokumen kebijakan. 

b. Aktor atau pemangku kepentingan kebijakan (policy stakeholder) 

Pemangku kepentingan kebijakan atau aktor kebijakan adalah individu atau 

kelompok yang berkaitan langsung dengan sebuah kebijakan yang dapat 

mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan atau kebijakan tersebut. 

Pemangku kepentingan kebijakan tersebut bisa terdiri dari kelompok warga, 

organisasi buruh, pedagang kaki lima, komunitas watawan, partai politik, 

lembaga pemerintahan, dan semacamnya. 

c. Lingkungan kebijakan (Policy Environtment) 

 Lingkungan kebijakan (Policy Environtment) merupakan latar khusus di mana 

sebuah kebijakan terjadi, yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh pemangku 

kepentingan kebijakan serta kebijakan publik itu sendiri. 

Istilah lingkungan dalam segitiga system kebijakan yang dijelaskan diatas, 

dalam terminologi yang dikembangkan Walt dan Gilson (1994) dalam 

Ayuningtyas (2014: 17) disebut sebagai konteks. Konteks ini memiliki peran yang 

hampir sama dengan lingkungan kebijakan sebagaimana dijelaskan oleh Dunn, 
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yakni faktor yang memberi pengaruh dan dipengaruhi oleh unsur lain dalam 

sistem kebijakan, peratikan gambar berikut. 

Konteks 

 

   

 

 

 

 

 

    Konten/isi      Proses 

Gambar 2 2 Segitiga Kebijakan (Triangle of Health Policy) 

(Walt dan Gilson, 1994 dalam Ayuningtyas, 2014:17) 

Konteks mengacu ke faktor sistematis – politik, ekonomi dan social yang 

mungkin memiliki pengaruh pada kebijakan kesehatan. Ada banyak cara untuk 

mengelompokkan faktor-faktor tersebut antara lain sebagaimana pengklasifikasian 

faktor menurut Leichter (1979) dalam Ayuningtiyas (2014: 101-102) sebagai 

berikut.   

a. Faktor Situasional                                                                               

Merupakan kondisi yang tidak permanen atau khusus yang dapat berdampak 

pada kebijakan. Hal-hal tersebut sering dikenal sebagai ‘focusing event’. Event 

ini bersifat satu kejadian saja, seperti terjadinya gempa yang menyebabkan 

perubahan dalam aturan bangunan rumah sakit atau terlalu lama perhatian 

publik akan suatu masalah baru. Contoh: terjadinya wabah HIV/AIDS memicu 

ditemukannya pengobatan baru dan kebijakan pengawasan pada TBC karena 

adanya kaitan diantarakedua penyakit tersebut. Orang-orang pengidap HIV 

positif lebih rentan terhadap berbagai penyakit. Dan TBC dipicu oleh HIV. 

b. Faktor Struktural 

Merupakan bagian dari masyarakatyang relative tidak berubah. Faktor ini 

meliputi sistem politik, mencakup pula keterbukaan dan kesempatan bagi 

warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembahasan dan keputusan 

Actor 

 Individu 

 Grup 

 Organisasi 
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kebijakan, faktor structural meliputi pula truktur ekonomi dan struktur social. 

Contoh : pada saat gaji perawat rendah, sementara perekonomian mengalami 

inflasi, dapat terjadi perpindahan tenaga profesional perawat ke sektor atau 

wilayah lain yang masih sangat membutuhkan dan mampu mengapresiasi lebih 

tinggi jasa perawat. Faktor structural lain yang mempengaruhi kebijakan 

kesehatan suatumasyarakat adalah kondisi demografi atau kemajuan teknologi. 

Contoh : perubahan teknologi telah meningkatkan jumlah wanita melahirkan 

dengan operasi sesar dibanyak Negara. Tingginya petambahan penduduk usia 

muda mendorong pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan balita 

dan mendorong semakin berkembangnya teknologi kesehatan anak. 

c. Faktor Budaya 

Faktor budaya dapat mempengaruhi kebijakan kesehatan. Dalam masayarakat 

hierarki menduduki tempat penting sehingga sangat sulit untuk bertanya atau 

menantang pejabat tinggi atau pejabat senior. Kedudukan sebagai minoritas 

atau perbedaab bahasa dapat menyebabkan kelompok tertentu memiliki 

informasi yang tidak memadai tentang hak-hak mereka, atau menerima layanan 

yang tidak sesuai dengan kebutuhan khusus mereka.         

Segitiga kebijakan kesehatan merupakan sebuah representasi dari kesatuan 

kompleksitas hubungan antar unsur-unsur kebijakan (konten, proses, konteks, dan 

aktor) yang dalam interaksinya saling member pengaruh. Salah satu unsure dari 

segitiga kebijakan, yaitu aktor-aktor kebijakan (baik sebagai individu atau 

kelompok), misalnya dipengaruhi oleh konteks dimana mereka bekerja atau 

menjalankan perannya. Konteks merupakan “rekayasa” atau hasl interaksi 

dinamis dari banyak faktor seperti ideologi atau kebijakan yang berubah-ubah, 

sejarah, dan nilai-nilai budaya. Proses pengembangan kebijakan-bagaimana 

sebuah isu strategis atau maslah public diangkat dan menjadi penetapan agenda 

(agenda setting) dalam formulasi kebijakan, bagaimana peran, posisi, dan 

pengaruh aktor-aktor kebijakan serta nilai, ekspektasi atau kepentingan aktor-

aktor tersebut menjelaskan tentang konteks dalam segitiga kebijakan publik. Oleh 

karena itu, segitiga kebijakan bermanfaat untuk dapat secara sistematis 
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menganalisisdan mengetahui tentang bebagai factor yang berpengaruh terhadap 

kebijakan. 

 

2.5 Analisis Kebijakan 

Pengertian mengenai analisis kebijakan telah dikembangkan dan 

dirumuskan sejak lama. Sejumlah pakarbahkan telah memiliki definisi tersendiri 

mengenai analisis kebijakan. Analisis kebijakan adalah disiplin ilmu social 

terapan yang menerapkan berbagai metode analisis, dalam konteks argumentasi 

dan debat publik untuk menciptakan secara kritis kegiatan penaksiran, seta 

pengkomunikasian pengetahuan yang relevandengan kebijakan tersebut (Dunn, 

1994 :35) dalam Ayuningtyas (2014:50). 

Pada dasarnya pengertian analisis kebijakan kesehatan tidak berbeda jauh 

dalam pengertian analisis kebijakan publik, hanya saja pada kebijakan kesehatan 

dibutuhkan pendekatan dari berbagai aspek untuk memahami masalah dan isu 

secara utuh sehingga alternative kebijakan yang dapat lebih komprehensif. 

Sebagaimana yang dijelaskan Walt (2004) dan Buse Mays & Walt (2012) dalam 

Ayuningtyas (2014: 51), bahwa analisis kebijakan kesehatan adalah suatu 

pendekatan multi-disiplin dalam kebijakan publik yang bertujuan menjelaskan 

interaksi antar institusi, kepentingan dan ide dalam proses pengembangan 

kebijakan kesehatan. Analisis kebijakan ini penting baik secara retrospektif 

maupun prospektif untuk memahami kegagalan atau keberhasilan kebijakan yang 

pernah terjadi serta rencana implementasi kebijakan di masa mendatang (Buse et 

al, 2012:274) dalam Ayuningtyas (2014:51) 

Analisis kebijakan pada bidang kesehatan juga merupakan suatu bentuk 

riset terapan yang dilaksanakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih 

mendalam mengenai masalah kesehatan masyarakat secara utuh sehingga 

pemahaman tersebut dapat mengarahkan pada alternative solusi untuk masalah 

tersebut. Sebagai, aktivitas intelektual, analisis kebijakan dilakukan dengan 

menciptakan, menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuandalam satu atau lebih 

tahapan proses pembuatan kebijakan. Tahap-tahap tersebut mencerminkan adanya 

aktivitas yang terus berlangsung sepanjang waktu, dan terdapat sejumlah cara 
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dimana penerapan analisis kebijakan dapat memperbaiki proses pembuatan 

kebijakan. 
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Konteks 

a. Faktor Situasional 

b. Faktor Struktural 

c. Faktor Budaya 

Proses 

a. Identifikasi Masalah 

b. Model Pendekatan 

c. Komunikasi Arah 

Kebijakan 

Konten 

a. Isi Kebijakan 

b. Nilai Kebijakan 

c. Norma Kebijakan 

Aktor 

a.    Individu 

b. Kelompok 

c. Organisasi 

 

Penyusunan, Pengembangan, atau Pelaksanaan Kebijakan 

2.6 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 3 Kerangka Teori Segitiga Kebijakan Kebijakan modifikasi dari 

Ayuningtyas (2014:79) dan Walt dan Gilson (1994) dalam Ayuningtyas 

(2014:17). 
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2.7 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 4 Kerangka Konseptual 

Keterangan: 

   : Diteliti 

   : Tidak Diteliti 

  

  

kebijakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi fakir miskin pemilik surat 

pernyataan miskin 

b.  Nilai Kebijakan 

c.  Norma Kebijakan 

Konten 

a. Isi Kebijakan 

Proses 

a. Identifikasi Masalah 

b. Model Pendekatan 

c. Komunikasi Arah 

Kebijakan 

Aktor 

a. Individu 

b. Kelompok 

c. Organisasi 

Konteks 

a. Faktor Situasional 

b. Faktor Struktural 

c. Faktor Budaya 

Konteks 

a. Faktor Situasional 

b. Faktor Struktural 

c. Faktor Budaya 

Aktor 

a. Individu 

b. Kelompok 

c. Organisasi 

Proses 

a. Identifikasi Masalah 

b. Model Pendekatan 

c. Komunikasi Arah 

Kebijakan 

Konten 

a. Isi Kebijakan 

b.  Nilai Kebijakan 

c.  Norma Kebijakan 
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Kerangka konseptual tersebut menjelaskan mengenai tiga aspek yang 

saling berkaitan dalam suatu proses analisis kebijakan kesehatan. Ketiga aspek 

tersebut terdiri dari aktor, konteks dan konten. Ketiga aspek tersebut saling 

mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. 

Kerangka konseptual pada penelitian ini menjelaskan bahwa dalam suatu 

analisis kebijakan kesehatan dapat dipengaruhi oleh tiga aspek yaitu yang pertama 

aktor/pelaku, aktor/pelaku dapat terdiri dari aktor individu, kelompok maupun 

organisasi. Aktor tersebut dapat berkaitan langsung dengan sebuah kebijakan yang 

dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan atau kebijakan. Kedua 

adalah konteks, konteks adalah lingkungan kebijakan yang merupakan latar 

khusus sebuah kebijakan terjadi yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh 

Aktor/pelaku serta kebijakan itu sendiri, konteks dapat terdiri dari faktor 

situasional, faktor struktural dan faktor budaya. Yang ketiga adalah konten/isi 

kebijakan, isi kebijakan dapat menjelaskan ruang lingkup, tujuan, alasan, latar 

belakang dan durasi waktu kebijakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi 

fakir miskin pemilik surat pernyataan miskin di Kabupaten Situbondo. 

Berdasarkan kerangka konseptual tersebut, peneliti menganalisis siapa saja 

aktor/pelaku yang berpengaruh pada kebijakan kesehatan, menganalis faktor-

faktor dari konteks dan menganalisis isi dari kebijakan penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan bagi fakir miskin pemilik surat pernyataan miskin di 

Kabupaten Situbondo tersebut. 
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BAB 3. METODE PENELITIAN 
 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan case study dengan metode penelitian 

kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitan 

naturalistiik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural 

setting), disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini 

lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut 

sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisanya lebih 

bersifat kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi 

obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti 

adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara 

triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 

2015:8-9).  Metode penelitian kualitatif ini digunakan untuk menganalisis aktor 

yang berpengaruh terhadap kebijakan kesehatan, menganalisis faktor-faktor 

konteks dari kebijakan kesehatan dan bagaimana isi dari kebijakan 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi fakir miskin pemilik surat pernyataan 

miskin di Kabupaten Situbondo. 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di beberapa tempat di Kabupaten Situbondo 

seperti kantor DPRD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Rumah Sakit/puskesmas 

yang dilaksananakan  pada bulan November-Januari 2018. 

 

3.3 Unit Analisis  dan Informan Penelitian 

Unit Analisis pada penelitian ini adalah DPRD Kabupaten Situbondo, 

Dinas Sosial Kabupaten Situbondo, Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, 
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bagian hukum kesekertariatan daerah kabupaten situbondo, Bappeda, Puskesmas 

dan RSUD di Kabupaten Situbondo. Pemilihan informan merupakan hal yang 

menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data. Informan penelitian 

merupakan orang atau pelaku yang benar-benar mengetahui dan menguasai 

masalah, serta terlibat langsung dengan suatu masalah penelitian.  

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan secara Purposive. 

Teknik purposive ini merupakan teknik pengambilan sampel dengan 

menggunakan suatu pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut 

antara lain, subjek tersebut dianggap sebagai orang yang paling mengetahui 

mengenai apa yang kita harapkan (Sugiyono, 2013:54). Informan penelitian dalam 

penelitian ini terdiri dari informan kunci, utama, dan tambahan. Rancangan 

informan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

a. Informan kunci, adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai 

informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informan kunci pada 

penelitian ini adalah Anggota DPRD komisi 4 Kabupaten Situbondo. 

b. Informan utama, adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial 

yang diteliti. Informan utama dalam penelitian ini adalah Dinas Sosial 

Kabupaten Situbondo, Kepala bagian Pembiayaan Kesehatan Dinas Kesehatan 

Kabupaten Situbondo, Pemerintahan Daerah bagian Hukum Kabupaten 

Situbondo, BAPPEDA Kabupaten Situbondo, 2 Puskesmas dan 2 RSUD yang 

ada di Kabupaten Situbondo. 

c. Informan tambahan, adalah mereka yang dapat memberikan informasi 

walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang sedang diteliti 

(Hendarso dalam Suyanto, 2005: 171-172). Informan tambahan dalam 

penelitian ini adalah 2 Tim Survey Kecamatan, 2 Tim Survey Desa. 

 

3.4 Fokus Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian ini merupakan batasan 

masalah. Karena adanya keterbatasan, baik tenaga, dana, dan  waktu dan supaya 

hasil penelitian lebih berfokus, maka peneliti tidak akan melakukan penelitian 
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terhadap keseluruhan yang ada pada objek atau situasi social tertentu, tetapi perlu 

menentukan fokus (Sugiyono, 2015:290)  

Adapun fokus penelitian dan pengertian yang digunakan dalam penelitian 

ini diantaranya: 

Tabel 3.1 Fokus Penelitian dan Pengertian 

 

 

Fokus 

Penelitian 
Pengertian 

Teknik dan 

Instrumen 

Pengumpulan Data 

Informan 

1 Aktor /Pelaku 

kebijakan 

Individu atau sekelompok orang 

yang memiliki kaitan dengan 

sebuah kebijakan kesehatan dan 

memiliki peran dalam 

pelaksanaan kebijakan kesehatan 

baik secara langsung maupun 

tidak langsung. bisa individu, 

kelompok ataupun organisasi 

 

 

Wawancara 

mendalam 

(Panduan 

Wawancara) dan 

Dokumentasi 

(recorder) 

Informan 

kunci, 

Informan 

Utama dan 

Informan 

Tambahan 

 

2 Context Faktor lingkungan yang dapat 

mempengaruhi dan dipengarui 

dalam sistem kebijakan 

  

A Faktor 

Struktural 

Faktor lingkungan yang 

berpengaruh terhadap kebijakan 

kesehatan, dapat berupa struktur 

ekonomi dan struktur sosial 

Wawancara 

mendalam 

(Panduan 

Wawancara) dan 

 Dokumentasi 

(recorder) 

Informan 

Kunci, 

Informan 

Utama 

B Faktor 

Situasional 

Suatu kejadian yang terjadi dan 

tidak permanen/tidak tetap yang 

dapat mempengaruhi sebuah 

kebijakan kesehatan 

     Wawancara 

mendalam 

(Panduan 

Wawancara) dan 

     Dokumentasi 

(recorder) 

Informan 

Kunci, 

Informan 

Utama 

C Faktor Budaya Suatu aturan-aturan dalam 

masyarakat itu sendiri yang dapat 

mempengaruhi sebuah kebjakan 

kesehatan 

Wawancara 

mendalam 

(Panduan 

Wawancara) dan 

Dokumentasi 

(recorder) 

Informan 

Kunci, 

Informan  

Utama 

3   Conten Sejumlah daftar pilihan 

keputusan  tentang urusan publik 

yang dibuat oleh lembaga dan 

pejabat pemerintah 

  

A Isi Kebijakan Semua yang terkandung dalam 

dokumen kebijakan kesehatan 

penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan bagi fakir miskin 

pemilik surat pernyataan miskin 

Wawancara 

mendalam 

(Panduan 

Wawancara) dan 

Dokumentasi 

kebijakan 

kesehatan 

Informan 

Kunci, 

informan 

utama, dan 

informan 

tambahan 
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3.5 Data dan Sumber Data 

Data merupakan suatu kumpulan huruf atau kata, kalimat atau angka yang 

dikumpulkan melalui serangkaian proses pengumpulan data. Data adalah suatu 

bahan mentah yang jika diolah dengan baik melalui berbagai analisis dapat 

menyajikan berbagai informasi. Data tersebut merupakan sifat atau karakteristik 

dari sesuatu yang diteliti (Notoatmodjo, 2010:180). Pada penelitian ini digunakan 

pengumpulan data dengan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer 

adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, 

sedangkan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.  

a. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langasung pada sumber data 

yaitu informan kunci, informan utama, dan informan tambahan. Data tersebut 

diperoleh melalui wawancara mendalam (indepth interview) dengan tujuan 

untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai kebijakan kesehatan 

terkait peraturan Bupati nomor 11 tahun 2017 tentang penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan bagi fakir miskin melalui surat pernyataan miskin di 

Kabupaten Situbondo. 

b. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui studi 

dokumentasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo. Studi dokumentasi 

dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi terkait aktor dan 

content/isi kebijakan kesehatan terkait peraturan Bupati nomor 11 tahun 2017 

tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi fakir miskin melalui surat 

pernyataan miskin di Kabupaten Situbondo. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standart data yang ditetapkan (Sugiyono, 2015:224). Teknik 

pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan 
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data yang akan digunakan untuk penelitian. Pengumpulan data adalah prosedur 

yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan (Nazir, 

2011:174).  Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Wawancara mendalam (In-Depth Interview) 

Wawancara merupakan suatu metode yang dipergunakan untuk 

mengumpulkan data, dimana peneliti mendapatkan keterangan atau informasi 

secara lisan dari seorang sasaran penelitian (responden), atau bercakap-cakap 

secara berhadapan muka dengan orang tersebut (face to face) (Notoatmodjo, 

2012:139). 

Teknik wawancara mendalam merupakan salah satu bentuk 

wawancara tak berstruktur. Atau dengan kata lain, dapat diartikan sebagai 

suatu bentuk wawancara yang dilakukan secara bebas, dengan tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang sistematis dan lengkap untuk 

pengumpulan datanya. Akan tetapi,hanya berupa garis-garis besar 

permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono, 2016:318). Data yang 

dibutuhkan peneliti dalam melakukan wawancara mendalam adalah untuk 

mendapatkan informasi atau data terkait konten, aktor dan konteks pada 

penelitian tersebut. 

b.  Studi Dokumentasi  

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berupa 

catatan, buku, publikasi dan sebagainya. (Arikunto, 2012:274) mengatakan 

bahwa metode dokumentasi yaitu metode yang mencari data mengenai hal-

hal atau varibel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar dan 

sebagainya. Dalam penelitian ini studi dokumentasi pada dokumen kebijakan 

Kesehatan terkait peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2017 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Fakir Miskin Pemilik Surat 

Pernyataan Miskin yang digunakan untuk menyempurnakan data yang 

diperoleh lewat wawancara mendalam.  

c.  Triangulasi 

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagi teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik 
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pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Maka sebenarnya peneliti 

mengumpulkan data yang sekaligus menguji krediabiltas data, yaitu 

mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan 

berbagai sumber data. Nilai dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi 

adalah untuk mengetahui data yang diperoleh convergent (meluas), tidak 

konsisten atau kontradiksi. Oleh karena itu dengan menggunakan teknik 

triangulasi dalam pengumpulan data maka data yang akan diperoleh akan 

lebih konsisten, tuntas dan pasti. (Sugiyono,2015:241). Pengumpulan data 

menggunakan teknik triangulasi pada penelitian ini adalah data hasil 

wawancara mendalam yaitu terkait konten, Aktor, konteks dan dokumen 

kebijakan Kesehatan terkait Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2017 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Fakir Miskin Pemilik Surat 

Pernyataan Miskin. 

 

3.7 Instrumen Penelitian 

Menurut Sugiyono (2015:222) dalam penelitian kualitatif, yang menjadi 

instrument atau alat penelitian adalan peneliti itu sendiri.oleh karena itu peneliti 

sebagai instrument juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif  siap 

melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap 

peneliti sebagai instrument meliputi validasi terhadap pemahaman metode 

penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan 

peneliti untuk memasuki obyek penelitian baik secara akademik maupun 

logistiknya. Yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri, melalui evaluasi diri 

seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan 

wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki 

lapangan. 

Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus 

penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, 

menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan 

atas semuanya.  Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah pedoman 
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wawancara dan handphone sebagai alat perekam agar hasil wawancara dapat 

tercatat dengan baik. 

 

3.8 Teknik Penyajian dan Analisis Data 

3.8.1 Teknik Penyajian data 

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan 

hasil penelitian yang dilakukan agar data dapat dipahami dan dianalisis sesuai 

dengan tujuan yang diinginkan, sehingga data yang disajikan harus sederhana dan 

jelas agar mudah dibaca dan dipahami. Cara penyajian data penelitian 

dikelompokkan menjadi tiga yaitu dalam bentuk teks, table dan grafik 

(Notoatmodjo, 2012:188). 

Teknik penyajian data pada penelitian ini berupa narasi atau uraian kata-

kata dan mencantumkan kutipan-kutipan langsung (quotes) yang berkaitan 

disesuaikan dengan bahasa dan pandangan dari informan. 

 

3.8.2 Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, 

memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 

2016:333). 

Data penelitian kualitatif diperoleh dari berbagi sumber, dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan 

dilakukan terus menerus sampai datanya jenuh. Analisis data dalam penelitian 

kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan 

setelah selesai dilapangan (Sugiyono, 2015:243-245). 
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3.9 Alur Penelitian 

Langkah     Hasil 

Studi pendahuluan dan pengumpulan data  

   Awal 

 

 

 Mengidentifikasi masalah 

 

          Menentukan fokus penelitian 

 

 

 

         Menentukan informan penelitian 

 

          Menyususn panduan wawancara 

  

Melakukan pengumpulan data dengan 

teknik indepth interview, studi dokumentasi, 

dan triangulasi 

 

Mereduksi data 

 

Melakukan interpretasi data  

Menarik kesimpulan dari hasil interpretasi  

   Data 

Gambar 3. 1 Alur Penelitian 

 

  

Memperoleh hasil penelitian terdahulu 

dan data sekunder mengenai data tenaga 

kesehatan puskesmas terbaru 

 

Menemukan masalah 

 

1. Mengkaji Aktor/Pelaku Kebijakan 

(individu, kelompok, organisasi) 

2. Mengkaji faktor Situasional 

3. Mengkaji faktor Struktural 

4. Mengkaji faktor Budaya 

5. Mengkaji Isi Kebijakan  

 

1. Informan Kunci 

2. Informan Utama 

3. Informan Tambahan 

 

Panduan Wawancara (garis besar 

permasalahan) 

 
Data hasil wawancara dan studi 

dokumentasi 

 

Hal pokok sesuai dengan tema dan 

fokus penelitian 

 

Data yang telah diinterpretasikan 

 
Hasil kesimpulan yang kredibel 
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BAB 5 PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari pembahasan dalam penelitian ini. Dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut. 

a. Aktor yang berperan dalam kebijakan kesehatan terkait Peraturan Bupati No

11 tahun 2017 terdiri dari beberapa SKPD terkait. Aktor ini dapat dipetakan

menjadi 3 bagian sesuai perannya yakni: 1) Aktor penyusun yakni Bupati,

DPRD Kabupaten Situbondo, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BAPPEDA,

Bagian hukum, RSUD. 2) Aktor pelaksana yakni desa , kecamatan,

puskesmas, BPJS, Dinas Sosial, RSUD, Puskesmas dan Dinas Kesehatan. 3)

Aktor evaluasi yakni semua aktor yang terlibat dan inspektorat. secara

keseluruhan aktor-aktor yang terlibat dalam kebijakan kesehatan sudah

melakukan tanggung jawab dan bekerja berdasarkan tupoksinya masing-

masing, namun dari pihak desa masih kurang maksimal dalam

mensosialisasikan adanya kebijakan kesehatan nomor 11 tahun 2017 ini, hal

tersebut terbukti bahwa rata-rata masyarakat mengetahui adanya Kebijakan

SPM ini saat masuk kerumah sakit dengan saran dari pihak rumah sakit lalu

mulai mengurusnya.

b. Analisis Content atau isi kebijakan terkait Peraturan Bupati No 11 tahun 2017,

tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengcover masyarakat miskin dan

sangat miskin yang tidak masuk dalam JKN, mengantisipasi

kebocoran/pengolahan dana yang tidak terkontrol agar pelaksanaan pelayanan

menjadi maksimal dan tepat sasaran. Dalam pelaksanaan kebijakan ini

terdapat beberapa kendala yang terjadi seperti waktu untuk mengurus berkas

yang terlalu singkat yang tidak sesuai dengan banyaknya berkas persyaratan

yang harus dipenuhi dan alur penerbitan SPM yang panjang sehingga tak

menutup kemungkinan masyarakat sebagai pemohon dan pengurus yang

didesa serta kecamatan merasa kewalahan dan terburu-buru. Selama

implementasi sampai saat ini dan masih terus berlangsung, kebijakan ini
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cukup efektif karena bantuan pelayanan SPM menjadi tepat sasaran dan dapat 

mengontrol dana yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan. 

c. Analisis Contex atau Lingkungan Kebijakan yang mempengaruhi kebijakan 

kesehatan terkait Peraturan Bupati No 11 tahun 2017 terdiri dari: 1) Faktor 

Situasional yaitu membengkaknya klaim Jamkesda yang diluar dugaan karena 

kurangnya kontrol; 2) Faktor Struktural meliputi:  a) struktur politik yang pro 

rakyat miskin di Kabupaten Situbondo yang dalam kesehatan tertuang dalam 

peraturan bupati Bupati No 11 tahun 2017; b) Struktur ekonomi Kabupaten 

Situbondo yang masih standar dan masih banyaknya masyarakat miskin; c) 

Struktur sosial masyarakat miskin di Kabupaten Situbondo  termasuk dalam 

kategori besar; 4) Faktor Budaya masyarakat Situbondo seperti pernikahan 

dini, meski hidup biasa asal kumpul dan kekawatiran tidak laku kalau tidak 

nikah muda serta kebiasaan masyarakat yang masih berobat tradisional ke 

dukun. Secara umum tidak ada masalah/kendala yang muncul dibagian 

konteks ini berkaitan dengan pembiayaan dan persyaratan, bahkan Dengan 

adanya kebijakan ini masyarakat merasa terbantu terutama yang miskin dan 

sangat miskin. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijabarkan diatas maka 

dapat diberikan saran-saran yang di harapkan dapat membantu keberhasilan dari 

kebijakan kesehatan terkait Peraturan Bupati No 11 tahun 2017 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan bagi Fakir Miskin Pemilik Surat 

Pernyataan Miskin Di Kabupaten Situbondo. Diantaranya : 

a. Membuat alur penerbitan SPM yang lebih mudah dan pendek dengan cara 

survei yang seharusnya dilakukan bertahap antara desa dan kecamatan dengan 

waktu yang berbeda maka dapat dipersingkat dengan melakukan survey secara 

bersama desa dan kecamatan, dengan seperti itu tentunya data hasil survei 

akan lebih valid.  

b. Desa sebagai aktor terdekat dengan masyarakat hendaknya melakukan 

sosialisasi secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat didesanya masing-
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masing agar masyarakat yang miskin dan sangat miskin yang butuh bantuan 

pelayanan kesehatan dapat mengantisipasi dan sigap melakukan pengurusan 

berkas ketika sudah dibutuhkan sehingga sesuai dengan waktu ditentukan. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran A. Lembar Pernyataan 

Judul : Analisis Kebijakan Kesehatan Tentang Penyelenggaraan Pelayanan 

Kesehatan bagi Fakir Miskin Pemilik Surat Pernyataan Miskin di Kabupaten 

Situbondo 

 

 

Kapada Yth. Bapak/Ibu …………………… 

di ………………………………………….. 

 

Dengan Hormat, 

Dalam rangka pelaksanaan penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Kebijakan 

Kesehatan Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan bagi Fakir Miskin 

Pemilik Surat Pernyataan Miskin di Kabupaten Situbondo”, kami mohon 

partisipasi Bapak/Ibu secara sukarela untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 

berikut secara benar dan jujur dengan mengisi lembar persetujuan (Inform 

consent) yang telah disediakan terlebih dahulu. Prosedur penelitian ini tidak akan 

menimbulkan resiko dan dampak apapun terhadap Bapak/Ibu sebagai responden 

penelitian karena semata-mata untuk kepentingan ilmiah. Kerahasian dari jawaban 

yang akan Bapak/Ibu berikan, dijamin sepenuhnya oleh peneliti. 

Atas Partisipasi Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. 

 

 

 

 

 

 

Judul : Analisis Kebijakan Kesehatan Tentang Penyelenggaraan Pelayanan 

Kesehatan bagi Fakir Miskin Pemilik Surat Pernyataan Miskin di 

Kabupaten Situbondo. 

Jember, …………...………….2017 

Peneliti 

 

  Atikah Maulidiana 

NIM. 132110101189 
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Lampiran B. Lembar Persetujuan 

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN  

INFORMED CONSENT 

 

Saya yang bertandatangan dibawah ini : 

Nama  : ………………………………………………………… 

Umur  : ………………………………………………………… 

Menyatakan bersedia menjadi subjek (responden) dalam penelitian dari : 

Nama  : Atikah Maulidiana 

NIM  : 132110101189 

Fakultas : Fakultas Kesehatan Masyarakat 

Judul                    : Analisis Kebijakan Kesehatan Tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Kesehatan bagi Fakir Miskin Pemilik Surat 

Pernyataan Miskin di Kabupaten Situbondo 

 

 

Prosedur penelitian ini tidak akan menimbulkan risiko dan dampak apapun 

terhadap subjek (responden) Penelitan, karena semata-mata untuk kepentingan 

ilmiah serta kerahasiaan jawaban yang saya berikan dijamin sepenuhnya oleh 

peneliti. Oleh karena itu, saya bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut 

secara jujur. 

 

Jember, …………………. 2017 

  Responden 
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Lampiran C. Panduan Wawancara Untuk Informan Kunci (Anggota DPRD 

Komisi 4 Kabupaten Situbondo) 

 

Judul : Analisis Kebijakan Kesehatan Tentang Penyelenggaraan Pelayanan 

Kesehatan bagi Fakir Miskin Pemilik Surat Pernyataan Miskin di 

Kabupaten Situbondo 

Tanggal Wawancara : 

Petunjuk Pengisian : 

1. Mohon dengan hormat bantuan dan ketersediaan Bapak/Ibu dalam menjawab 

seluruh pertanyaan yang ada. 

2. Mohon jawab pertanyaan dengan jujur dan sesuai dengan hati nurani. 

Panduan Wawancara 

1. Karakeristik Ressponden : 

a. Nama  : 

b. Usia  : 

c. Jenis Kelamin : 

d. Pendidikan : 

e. Jabatan  : 

 

Aktor/Pelaku Kebijakan  

1.  Dalam kebijakan kesehatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan bagi fakir miskin pemilik surat pernyataan miskin, siapa 

sajakah Aktor/pelaku yang terlibat baik aktor individual, kelompok maupun 

organisasi?  

2. Siapakah inisiator dari terbentuknya kebijakan kesehatan tentang 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi fakir miskin pemilik surat 

pernyataan miskin? 

3. Dalam proses menyusun atau merancang kebijakan kesehatan tentang 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi fakir miskin pemilik surat 

pernyataan miskin, siapa sajakah aktor yang terlibat baik aktor individual, 

kelompok maupun organisasi? 
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4. Apa peran dari aktor-aktor tersebut dalam merancang kebijakan tersebut? 

5.    Dalam pelaksanaan/Implementasi kebijakan kesehatan, siapa saja yang terlibat 

baik aktor individual, kelompok maupun organisasi? 

6.  Apa peran dari aktor-aktor tersebut dalam pelaksanaan/implementasi 

kebijakan kesehatan? 

7. Selanjutnya, setelah kebijakan kesehatan tentang penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan bagi fakir miskin pemilik surat pernyataan miskin dirancang dan 

dilaksanakan tentunya ada evaluasi. Siapakah aktor yang bertugas dalam 

melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut? (dari sisi 

ketercapaiannya, efektivitasnya, ketepatan sasarannya) 

Content/Isi Kebijakan 

1. Apa tujuan dari dibuatnya kebijakan kesehatan tentang penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan bagi fakir miskin pemilik surat pernyataan miskin? 

2. Mengapa kebijakan kesehatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi 

fakir miskin pemilik surat pernyataan miskin tersebut perlu dibuat? 

3. Apa yang melatar belakangi dibuatnya kebijakan kesehatan tersebut? 

4. Bagaimana pelaksanaan dari kebijakan kesehatan tersebut? 

5. Apa saja dampak yang diharapkan dari terbentuknya kebijakan kesehatan 

tersebut? 

6. Apakah kebijakan kesehatan tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan 

bagi fakir miskin pemilik surat pernyataan miskin tersebut efektif untuk 

dilakukan? 

7. Apakah ada tindakan-tindakan tertentu yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan 

kesehatan tersebut? 
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Conteks/Lingkungan Kebijakan 

a. Faktor Situasional 

1. Apakah terdapat kondisi lingkungan tertentu yang melatarbelakangi dibuatnya 

kebijakan kesehatan tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi fakir 

miskin pemilik surat pernyataan miskin? 

2. Bagaimana kondisi lingkungan tersebut dapat mempengaruhi kebijakan 

kesehatan? 

3.  Apakah terdapat kondisi sosial tertentu masyarakat yang melatarbelakangi 

dibuatnya kebijakan kesehatan? 

4.  Bagaimana kondisi sosial masyarakat tersebut dapat mempengaruhi kebijakan 

kesehatan? 

b.  Faktor Struktural 

 Faktor struktural meliputi system politik, meliputi keterbukaan dan 

kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembahsan dan keputusan 

kebijakan, meliputi struktur ekonomi, struktur social, kondisi demografi dan 

kemajuan teknologi. 

1. Apakah ada system politik yang melatarbelakangi dibuatnya kebijakan 

kesehatan tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi fakir miskin 

pemilik surat pernyataan miskin? Dan bagaimana system politik tersebut dapat 

mempengaruhi dibuatnya kebijakan kesehatan? 

2.  Apakah ada struktur ekonomi yang melatarbelakangi dibuatnya kebijakan 

kesehatan? Dan bagaimana struktur ekonomi tersebut dapat mempengaruhi 

dibuatnya kebijakan kesehatan? 

3.  Apakah ada struktur sosial yang melatarbelakangi dibuatnya kebijakan 

kesehatan? Dan bagaimana struktur sosial tersebut dapat mempengaruhi 

dibuatnya kebijakan kesehatan? 

4.  Apakah dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan masyarakat 

diberikan kesempatan untuk berpartisipasi? Dan bagaimana bentuk 

partisipasinya? 
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5.  Apakah ada kondisi demografi masyarakat yang melatarbelakangi dibuatnya 

kebijakan kesehatan? Dan bagaimana kondisi demografi tersebut dapat 

mempengaruhi dibuatnya kebijakan kesehatan? 

6.  Apakah ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi juga melatarbelakangi 

dibuatnya kebijakan kesehatan? Dan bagaimana kemajuan teknologi tersebut 

dapat mempengaruhi dibuatnya kebijakan kesehatan? 

 

c.   Faktor Budaya 

1.  Apakah terdapat faktor budaya dari masyarakat sekitar yang melatarbelakangi 

dibuatnya kebijakan kesehatan? 

2.  Bagaimana faktor budaya tersebut dapat mempengaruhi dibuatnya kebijakan 

kesehatan? 
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Lampiran D. Panduan Wawancara Untuk Informan Utama (Kepala bagian 

Pembiayaan Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Dinas Sosial Kabupaten 

Situbondo, Pemerintahan Daerah Bagian Hukum Kabupaten Situbondo, 

BAPPEDA Kabupaten Situbondo, Kepala RSUD di Situbondo dan Kepala 

Puskesmas Di Kabupaten Situbondo) 

 

Judul : Analisis Kebijakan Kesehatan Tentang Penyelenggaraan Pelayanan 

Kesehatan bagi Fakir Miskin Pemilik Surat Pernyataan Miskin di 

Kabupaten Situbondo 

Tanggal Wawancara : 

Petunjuk Pengisian : 

1. Mohon dengan hormat bantuan dan ketersediaan Bapak/Ibu dalam menjawab 

seluruh pertanyaan yang ada. 

2. Mohon jawab pertanyaan dengan jujur dan sesuai dengan hati nurani. 

Panduan Wawancara 

1. Karakeristik Ressponden : 

a. Nama  : 

b. Usia  : 

c. Jenis Kelamin : 

d. Pendidikan : 

e. Jabatan  : 

 

Aktor/Pelaku Kebijakan  

1.  Dalam kebijakan kesehatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan bagi fakir miskin pemilik surat pernyataan miskin, siapa 

sajakah Aktor/pelaku yang terlibat atau berpengaruh baik aktor individual, 

kelompok maupun organisasi?  

2.    Siapakah inisiator dari terbentuknya kebijakan kesehatan tentang 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi fakir miskin pemilik surat 

pernyataan miskin? 
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3. Dalam proses menyusun atau merancang kebijakan, siapa sajakah aktor yang 

terlibat baik aktor individual, kelompok maupun organisasi? 

4. Apa peran dari aktor-aktor tersebut dalam merancang kebijakan kesehatan? 

5.   Dalam pelaksanaan/Implementasi kebijakan kesehatan, siapa saja yang terlibat 

baik aktor individual, kelompok maupun organisasi? 

6.  Apa peran dari aktor-aktor tersebut dalam pelaksanaan/implementasi 

kebijakan kesehatan? 

7. Selanjutnya, setelah kebijakan kesehatan tentang penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan bagi fakir miskin pemilik surat pernyataan miskin dirancang dan 

dilaksanakan tentunya ada evaluasi. Siapakah aktor yang bertugas dalam 

melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut? (dari sisi 

ketercapaiannya, efektivitasnya, ketepatan sasarannya) 

Content/Isi Kebijakan 

1.  Apa tujuan dari dibuatnya kebijakan kesehatan tentang penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan bagi fakir miskin pemilik surat pernyataan miskin? 

2.  Mengapa kebijakan kesehatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi 

fakir miskin pemilik surat pernyataan miskin tersebut perlu dibuat? 

3. Apa yang melatar belakangi dibuatnya kebijakan kesehatan tentang 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi fakir miskin pemilik surat 

pernyataan miskin? 

4. Bagaimana pelaksanaan dari kebijakan kesehatan tentang penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan bagi fakir miskin pemilik surat pernyataan miskin? 

5. Apa saja dampak yang diharapkan dari terbentuknya kebijakan kesehatan 

tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi fakir miskin pemilik surat 

pernyataan miskin? 

6. Apakah kebijakan kesehatan tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan 

bagi fakir miskin pemilik surat pernyataan miskin tersebut efektif untuk 

dilakukan? 

7. Apakah ada tindakan-tindakan tertentu yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan 

kesehatan tersebut? 
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Conteks/Lingkungan Kebijakan 

a.    Faktor Situasional 

1.  Apaka terdapat kondisi lingkungan tertentu yang melatarbelakangi dibuatnya 

kebijakan kesehatan tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi fakir 

miskin pemilik surat pernyataan miskin? 

2. Bagaimana kondisi lingkungan tersebut dapat mempengaruhi dibuatnya 

kebijakan kesehatan? 

3.  Apakah terdapat kondisi sosial tertentu masyarakat yang melatarbelakangi 

dibuatnya kebijakan kesehatan? 

4. Bagaimana kondisi social masyarakat tersebut dapat mempengaruhi dibuatnya 

kebijakan kesehatan? 

b.   Faktor Struktural 

 Faktor struktural meliputi sistem politik, meliputi keterbukaan dan 

kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembahsan dan keputusan 

kebijakan, meliputi struktur ekonomi, struktur social, kondisi demografi dan 

kemajuan teknologi. 

1. Apakah ada system politik yang melatarbelakangi dibuatnya kebijakan 

kesehatan? Dan bagaimana sistem politik tersebut dapat mempengaruhi 

dibuatnya kebijakan kesehatan? 

2. Apakah ada struktur ekonomi yang melatarbelakangi dibuatnya kebijakan 

kesehatan? Dan bagaimana struktur ekonomi tersebut dapat mempengaruhi 

dibuatnya kebijakan kesehatan? 

3.  Apakah ada struktur social yang melatarbelakangi dibuatnya kebijakan 

kesehatan? Dan bagaimana struktur sosial tersebut dapat mempengaruhi 

dibuatnya kebijakan kesehatan? 

4.  Apakah dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan masyarakat 

diberikan kesempatan untuk berpartisipasi? Dan bagaimana bentuk 

partisipasinya? 
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5.  Apakah ada kondisi demografi masyarakat yang melatarbelakangi dibuatnya 

kebijakan kesehatan? Dan bagaimana kondisi demografi tersebut dapat 

mempengaruhi dibuatnya kebijakan kesehatan? 

6.  Apakah ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi juga melatarbelakangi 

dibuatnya kebijakan kesehatan? Dan bagaimana kemajuan teknologi tersebut 

dapat mempengaruhi dibuatnya kebijakan kesehatan? 

 

c.   Faktor Budaya 

1. Apakah terdapat faktor budaya dari masyarakat sekitar yang melatarbelakangi 

dibuatnya kebijakan kesehatan? 

2.   Bagaimana faktor budaya tersebut dapat mempengaruhi dibuatnya kebijakan 

kesehatan? 
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Lampiran E. Panduan Wawancara Untuk Informan Tambahan ( pemimpin camat, 

kepala desa/lurah) 

 

Judul : Analisis Kebijakan Kesehatan Tentang Penyelenggaraan Pelayanan 

Kesehatan bagi Fakir Miskin Pemilik Surat Pernyataan Miskin di 

Kabupaten Situbondo 

Tanggal Wawancara : 

Petunjuk Pengisian : 

1. Mohon dengan hormat bantuan dan ketersediaan Bapak/Ibu dalam menjawab 

seluruh pertanyaan yang ada. 

2. Mohon jawab pertanyaan dengan jujur dan sesuai dengan hati nurani. 

Panduan Wawancara 

1. Karakeristik Ressponden : 

a. Nama  : 

b. Usia  : 

c. Jenis Kelamin : 

d. Pendidikan : 

e.  Jabatan  : 

 

Aktor/Pelaku Kebijakan  

1.  Apakah saudara mengetahui adanya kebijakan kesehatan tentang Tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan bagi Fakir Miskin Pemilik Surat 

Pernyataan Miskin di Kabupaten Situbondo? 

2. Siapa sajakah Aktor/pelaku yang terlibat atau berpengaruh baik aktor 

individual, kelompok maupun organisasi?  

3.  Dilingkup desa/ kecamatan siapa saja yang bertugas mengurus pengajuan 

SPM? 

4. Dalam pelaksanaan kebijakan kesehatan tentang penyelenggaraan pelaynan 

kesehatan bagi fakir miskin pemilik surat pernyataan miskin, bagaimana peran 

dari saudara? 
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Content/Isi Kebijakan 

1. Apakah bapak mengetahui isi dari kebijakan kesehatan tentang 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi fakir miskin pemilik surat 

pernyataan miskin? 

2.  Apa saja yang bapak ketahui dari kebijakan kesehatan tentang 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi fakir miskin pemilik surat 

pernyataan miskin tersebut? 

3.  Apakah masyarakat sudah mengetahui tentang kebijakan kesehatan tetang 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi fakir miskin pemilik surat 

pernyataan miskin 

4. Apakah sejauh ini sudah banyak masyarakat yang menggunakan pelayanan 

kesehatan dengan surat pernyataan miskin? 

5.  Apakah dampak yang diharapkan dari dibuatnya kebjakan kesehatan tentang 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi fakir miskin pemilik surat 

pernyataan miskin 

6. Apakah selama ini terdapat kendala saat pelaksanaan SPM ini? 

Conteks/Lingkungan Kebijakan 

a. Faktor Situasional 

1. Apakah terdapat kondisi lingkungan tertentu masyarakat yang 

melatarbelakangi dibuatnya kebijakan kesehatan? Dan bagaimana 

pengaruhnya? 

2. Apakah terdapat kondisi sosial tertentu masyarakat yang melatarbelakangi 

dibuatnya kebijakan kesehatan? Dan bagaimana pengaruhnya? 

 

b.   Faktor Struktural 

1.  Menurut bapak/ibu apakah ada struktur ekonomi masyarakat yang 

melatarbelakangi dibuatnya kebijakan kesehatan? 

2.  Apakah dalam pembahasan dan pengambilan keputusan masyarakat sekitar 

diberikan kesempatan untuk berpartisipasi? 

3. Bagaimana keadaan ekonomi dari masyarakat yang telah menggunakan 

pelayanan kesehatan dengan surat pernyataan miskin tersebut? 
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4. Menurut bapak/ibu apakah ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi 

melatarbelakangi dibuatnya kebijakan kesehatan? 

 

c. Faktor Budaya 

1. Menurut bapak/ibu apakah ada faktor budaya masyarakat yang 

melatarbelakangi dibuatnya kebijakan kesehatan tentang penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan bagi fakir miskin pemilik surat pernyataan miskin? 

2. Bagaimana faktor budaya tersebut dapat mempengaruhi dibuatnya kebijakan 

kesehatan? 
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Lampiran F. Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran G. Ceklist 61 Indikator Kemiskinan 

 

 
  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


91 
 

 
 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


92 
 

 
 

 
 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


93 
 

 
 

 
 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


94 
 

 
 

 

Lampiran H. Surat SKTM dari Desa 
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Lampiran I. Surat Pengantar Kecamatan 
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Lampiran J. Surat Pernyataan Miskin dari Dinas Sosial 
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Lampiran K. Data AKP di Desa/Kelurahan 
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Lampiran L. Dokumentasi 

 

 

Wawancara dengan 

informan kunci 

(DPRD) 

 

 

 

 

Wawancara dengan salah 

satu informan utama 

(Puskesmas) 

 

 

 

Wawancara dengan 

salah satu informan 

utama (bagian 

Hukum) 
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Wawancara dengan 

salah satu informan 

tambahan 

(Kecamatan) 

 

Wawancara dengan 

salah satu informan 

tambahan 

(Kecamatan) 
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